
164 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Pengerahan kekuatan militer untuk operasi militer perang yang dilakukan 

oleh Presiden memang sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden sebagaimana 

yang diberikan oleh Pasal 10 UUD 1945, 

“Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, 

Angkatan Laut dan Angkatan Udara.” 

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas tiga angkatan perang yang ada 

di Indonesia menjadikan Presiden berwenang pula untuk menyatakan perang, 

membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Berdasarkan kedudukan 

dalam ketatanegaraan TNI berada dibawah Presiden, maka dalam pengerahan dan 

penggunaan kekuatan militer perlu mendapat persetujuan dari Presiden. Peran dari 

Departemen Pertahanan hanya dibatasi untuk mendukung kebijakan dan strategi 

pertahanan secara administrasi. Sedangkan untuk kepemimpinan internal TNI 

dipimpin oleh seorang Panglima untuk melaksanakan beberapa tugas, yaitu diatur 

dalam Pasal 15 UU TNI, 

“Tugas dan kewajiban Panglima adalah: 

1. memimpin TNI; 

2. melaksanakan kebijakan pertahanan negara; 

3. menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan 

operasi militer; 

4. mengembangkan doktrin TNI; 

5. menyelenggarakan penggunaan kekuasaan TNI bagi 

kepentingan operasi militer; 

6. menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta 

memelihara kesiagaan operasional; 

7. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan 

dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara; 

8. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan 

dalam hal kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen 

pertahanan lainnya; 

9. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan 

dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis 

pengerlolaan sumber daya nasional untuk kepentingan 

pertahanan negara; 
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10. menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi 

kepentingan operasi militer; 

11. menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan 

bagi kepentingan operasi militer; serta 

12. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.” 

Posisi strategis dalam pertahanan negara diatas hanya membagi 

kewenangan dari masing-masing posisi tanpa menunjukan adanya tanggung jawab 

hukum dan konsep ideal pertanggung jawaban hukum dalam pengerahan kekuatan 

militer. Tanggung jawab hukum mengenai pengerahan kekuatan militer hanya 

dicantumkan sebanyak dua pasal dalam UU TNI, yaitu terdapat di Pasal 17 UU TNI 

jo Pasal 18 UU TNI. Kedua pasal yang menyiratkan tanggung jawab dalam 

pengerahan kekuatan TNI hanya mengatur sangat terbatas sekali mengenai 

tanggung jawab hukum pengerahan kekuatan militer untuk perang. Ketidakjelasan 

segi tanggung jawab ini tidak mengatur lebih lanjut baik dalam UU TNI atau 

peraturan perundang-undangan lain mengenai jenis pertanggung jawaban hukum 

yang berlaku di Indonesia. Jenis tanggung jawab hukum di Indonesia bisa dibagi ke 

dalam tiga jenis, yaitu secara pidana, perdata, atau administrasi. Berdasarkan hasil 

penelitan yang dilakukan oleh peneliti, sama sekali tidak ditemukan pasal yang 

eksplisit bisa dikenakan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi 

dalam pengerahan kekuatan militer. 

Peneliti mencoba untuk meneliti tanggung jawab hukum yang dapat 

dikenakan kepada Presiden berdasarkan tanggung jawab hukum yang diakui pada 

BAB III dengan judul Tanggung Jawab Hukum Presiden dalam Pengerahan 

Kekuatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Pertahanan Negara. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti tidak menemukan klausula, tafsir, 

atau konstruksi hukum yang bisa dikenakan. Tanggung jawab yang dikenakan 

secara hukum akan menemukan kesulitan, sebab legal standing dan hubungan 

hukum yang akan dikonstruksikan sama sekali tidak memadai untuk dimintakan 

kepada Presiden. 

Pertanggung jawaban yang sangat eksplisit hanya bisa ditemukan terbatas 

pada Pasal 17 UU TNI jo Pasal 18 UU TNI, dimana menurut hemat peneliti 
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tanggung jawab yang terdapat pada kedua pasal tersebut hanya tanggung jawab 

politik dan tidak membawa konsekuensi hukum lebih lanjut. Demi tidak terjadi 

kekosongan hukum, maka peneliti mengupayakan untuk melakukan analisis 

lanjutan pada BAB IV dengan judul Analisis Tanggung Jawab Hukum Pengerahan 

Kekuatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Negara. BAB IV mencoba 

untuk menemukan kemungkinan dalam pertanggung jawaban secara hukum.  

Bedasarkan analisis peneliti ditemukan kemungkinan yang bisa mengikat 

secara hukum dalam pertanggung jawaban pengerahan kekuatan militer, yaitu 

terdapat dalam Pasal 74 UU MD3. Konstruksi logis yang digunakan dengan melihat 

DPR dari fungsi pengawasan, maka Pasal 74 UU MD3 mengatur DPR berwenang 

untuk memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan 

hukum, warga negara atau penduduk melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengan 

pendapat, rapat dengan pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panita kerja, 

rapat tim pengawas atau rapat tim lain yang dibentuk DPR demi kepentingan 

bangsa dan negara. 

Rekomendasi yang diberikan oleh DPR bisa dijadikan dasar sebagai legal 

standing dan hubungan hukum bagi warga negara yang merasa dirugikan atas 

kebijakan pertahanan dan keamanan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk 

pengerahan kekuatan militer. Selain itu, Pasal 98 ayat (7) UU MD3 menegaskan 

bahwa saat pejabat negara tidak melaksanakan rekomendasi yang diberikan dapat 

mengusulkan penggunaan hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan 

pendapat. Secara hukum berdasarkan rekomendasi yang diberikan dan tidak 

dilaksanakan bisa dijadikan dasar perbuatan melawan hukum penguasa, apalagi 

saat kebijakan tersebut merugikan warga negara saat pelaksanaannya.  

5.2 Saran 

Peneliti memberikan saran berdasarkan rumusan masalah yang sudah 

dikemukakan pada BAB I, rumusan masalah pertama mempertanyakan tanggung 

jawab hukum Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi TNI kepada DPR. 

Pada rumusan masalah satu, tujuannya untuk membentuk relasi pengawasan. 

Mengingat DPR diberikan kewenangan yang cukup penting dalam hal pengawasan 
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setiap kebijakan pemerintah, termasuk dibidang pertahanan dan keamanan. Peneliti 

menyarankan agar Presiden yang diberikan kewenangan sebagai pemegang 

kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara bisa 

menerangkan secara komperhensif tanpa membuka rahasia negara kepada DPR 

terkait dengan kebijakan pertahanannya. Keterbukaan kepada DPR sebagai mitra 

dan pengawas menjadi penting dalam setiap rapat kerja, tujuannya agar DPR bisa 

menyampaikan aspirasi sesuai dengan tugasnya terkait dengan kebijakan 

pertahanan yang dilakukan. 

Terkait dengan rumusan masalah kedua, konsep ideal tanggung jawab 

hukum Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi TNI berdasarkan Pasal 10 

UUD 1945 dalam operasi militer perang, peneliti menyarakan perlu dibentuknya 

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden untuk 

menjabarkan ketentuan teknis Pasal 17, 18, 19 UU TNI. Penjabaran teknis dari tiga 

pasal UU TNI ini penting, sebab dengan dijabarkannya maksud dan arti dari 

tanggung jawab, juga dapat menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban dalam 

pengerahan operasi militer untuk perang atau bukan perang. Penjabaran ini juga 

akan lebih melindungi warga negara Indonesia yang wilayahnya diterapkan 

kebijakan pertahanan, agar warga negara Indonesia bisa mengetahui apa saja yang 

diperbolehkan atau dilarang dilakukan saat melakukan operasi militer. Secara 

internasional, pembuatan peraturan turunan dari ketiga pasal UU TNI akan 

membuat citra Indonesia lebih baik dalam aspek penghormatan hak asasi manusia, 

khususnya dibidang hukum humaniter. 

Pemahaman futuristik mengenai pertahanan dan keamanan ke depan 

dimungkinkan terjadinya proxy war, dimana akan terjadi ketidakjelasan antaran 

para pihak yang berperan untuk melangsungkan proxy war. Jika menggunakan 

mekanisme hukum konvensional sangat sulit untuk mendeteksi proxy war, 

diperlukan penguatan dari segi intelijen negara untuk mendapatkan informasi yang 

akurat. Informasi intelijen ini dapat menjadi basis pengambilan keputusan yang 

nantinya akan berpengaruh juga pada berbagai kebijakan pertahanan negara. 
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